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Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus di Indonesia 
serupa dengan hak untuk mendapatkan perbaikan akibat kesenjangan di Amerika 
Serikat. Kedua hak tersebut dapat membentuk kebijakan affirmativeaction. Kedua 
hak tersebut berhubungan dengan kebebasan dan pembatasan dalam negara. Hak 
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus diatur dalam Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstruksi pengaturannya ambigu, 
tidak jelas dan tidak pasti sehingga membutuhkan rekonstruksi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah lawreformresearchdengan 
pendekatan statute, sejarah, konsep, kasus dan perbandingan. Bahan hukum yang 
digunakan adalah peraturan, putusan, risalah sidang, jurnal, buku dan berbagai 
publikasi yang dianalisis dengan hermeneutika dalam upaya menemukan 
rekonstruksi hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus. 
Filosofi hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk 
memperbaiki hak yang hilang  akibat diskriminasi masa lalu. Hak untuk 
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus diberikan oleh pemerintah pada 
minoritas murni dengan identitybasedberdasarkan kehendak umum bernegara. 
Tujuannya adalah untuk prinsip keadilan dan persamaan. Kedua prinsip ini harus 
dimaknai kumulatif. Harmonisasi peraturan tentang hak mendapatkan kemudahan 
dan perlakuan khusus memperlihatkan berbagai dasar pembeda tidak menggunakan 
pendekatan yang setara, memiliki konsep yang tumpang tindih, perbedaan makna 
dan penafsiran, memiliki makna yang bertentangan yaitu melindungi dan 
mendiskriminasi hak, dan tidak berdasarkan identitybased. Identitas yang dimaksud 
berdasarkan agama, ras, suku, etnik, bahasa, kelompok, golongan, status sosial, 
status ekonomi, gender dan keyakinan politik.  
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